'y

NOMOR: =~

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN NIAS UTARA
SERI : £

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

T

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-
_ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik
Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan
dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun [998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa
Perusahaan Daerah (PD} atau Perseroan Terbatas (PT});

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu

membentux Peratwlan Daerdin  {€lliaug lata cald

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
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12.

13.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nemeor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemenntah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara, Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemeor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694];

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Mk
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Utara Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA"™

Menetapkan

dan
BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH. '
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

&S]

_(J‘I

Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. _
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan - Urusan-

" Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakya: Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip Otonomu seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Lindang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

gt

emerintah Daerah adaiah Bupati dan perangkal daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. '

Buparl adalah Bupau Nias Utara.

Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakvat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Nias Utara.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya diseingkat BUMD
adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dar usaha
milik daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank
Pembangunan Daerah dan Bank Pengkreditan Rakyat.

Persercan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
peranjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan Daerah (PD) adalah scmua perusahaan vang didinkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor & Tahun 1962 vang modalnya
untuk seluruhnya atau sebagian merapakan keliavaan daerah vang |
dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan
Undang-Undang. e
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11.
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14.

(1)

(2

(3}

(4)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas
(PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepala direksi atau dewan komisaris dalam batas yang:
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar. .

Tim Independen adalah Tim yang keanggotaannya maupun
keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi dari pihak lain.

Dewan Komisaris BUMD adalah unsur BUMD vang bertugas
melakukan pengawasan Secara umum dan atau khusus serta
memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
Dewan Direks: BUMD adalah pengelola BUMD yang diangkat oleh
Bupati atas perseryjuan DPRD.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaiimana dimaksud
pada ayat (1) pasal i, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau
Perusahaan Daerah (PD),

Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Mdik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} pasal ini, akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Dalam hal ini Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
mengikutsertakan pihak ketiga, maka terlebm- dahulu harus

‘mendapat persetujnan DPRD

(24



BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud

- a.

(1)

[2)

" pada Pasal 2 ayat (1} Peraturan Daerah ini adalah untuk :
‘Mengembangkan potensi sumber daya yang ‘tersedia serta

memperiuas wilayah usaha. ,
Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan
Kabupaten Nias Utara.

Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatkan daya saing dalam  rangka  mengantisipasi
perkembangan ekonomi nasional ,{Ilal:lplu:l global. 7

Pasal 4

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (1} Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang
sesual dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan vang berlalku.

Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, diatur dalam Keputusan Bupati atau Akta Pendirian.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerahh berkedudukan di
Kabupaten Nias Utara.

Kantor-kanto: Cabang. Unit-unit usaha perwakilan dan anak
perusahaan  berkedudukan d_itempat_ kegiatan usaha vyang

bersangsutan.

D
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BAB V
PERMODALAN

Pasal 6

Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 avat (1)
Peraturan Dae_rah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesual

a dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Modal Badan Usaha yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada
APBD Kabupaten Nias Utara setiap Tahun Anggaran.

Komposisi Modal Badan Usaha sebagzimana dimaksud pada ayat {1}
pasal ini, Pemerintah Kabupaten memiliki seluruhnya atau

selourang-kurangnya 519

Pasal 7

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha

baik penambahan, pengurangan maupun pemindzhan, terlebih dahulu

mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI
KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan
wewenang serta pemberhentian Dewan Direksi Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) ditetapkan dengan keputusan Bupad sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), terlebih dahulu dilakukan Jit and proper test secara
transparan yang dilaksanakan oleh DPRD yang ditetapkan dengan
keputusan dengan DPRD.



PENGURUS BUMD

Pasal 9

Pengurus BUMD terdiri dari Direksi dan Dewan Komisans.

(1}

- (2

(3)

(5)

(6)

DIREKSI
Pasal 10

BUMD diurus dan dipimpin cleh Direksi yang terdiri dari selauirang-
kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (eupat) orang,
seorang diantaranya dia.ngkat sebagai Direktur Utama, selanjubnya
seliap bidang usahaf&ipimpm oleh seorang Direlktur. .
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan secerang, atau lebih, atau
semua anggota Direksi lowong, dalam jangka walktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tefjadi  kelowongan jabatan dimaksud  harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan Anggaran Dasar.

Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direks: terdir
dari sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai
dengan ketentuan angka 4 pasal ini.

Selama Jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada,
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota
Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisans dengan mempertimbangkan
usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Dhreksi
vang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat
disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari
anggota Direksl yang masih memangku jabatan.

Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan

sepenuhnya dilakukan oleh Déwan‘KomLsaﬂs; untuk menjalankan

pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan-kewenangan yang

_ sama.

£



(1)

Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisars, dengan
kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (nga puiuh) han
setelah tegadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi
lowongan itu. ' :

Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Direksi tidak diperkenankan merangkap pekegaan atau jabatan
eksekunf lainnya

Direksi bertempat tingal di tempat kedudukan BUMD.

Pasal 11

Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak
serta moral yang baik;

¢. Sehat jasmani dan roharni;

. Memiliki keahlian dan pegalaman bisnis;

e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik
Indenesia,

f.  Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau
tindakan yang tercela lainnya;

g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kepumsan Pengadilan;

h. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

o

Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direks
atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

j.  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector
bisnis lainnya sebelum pengangkatan;

k. Telah luluc penilaian dan kepatutan (fit and proper test), sesuai

dengan peraturan perundang- undangan yang. berlaku yang

dilakulian cleh DPPD
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(3)

(%)

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi :

a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen
terhadap pemegang saham pengendali;

b. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (limaj
tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan,;

¢. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagal anggota
Dewan Komisaris, Direksi atau . Pejabat Eksekutif pada
Perusahaan dan/atau Lembaga lain; ‘

d. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dilarang memulila saham melebihi 25% (dua puluh lima
perseratus) dar modal disetor pada suatu pemsahaén lain;

e. Antara sesama anggota Direksi dan antara. anggota Direksi
dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis
lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda
{menantu dan ipar;

£ Persyaratan khusus lainnva vang rnncian dan persyaratan
dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 12

Untuk pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk
jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.
Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)
adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikumya.

Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan
prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan BUMD sesuai
ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa
jabatan. tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar

BUMD yang aituangikan dalam seolan Keputusan RUPS.
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Pasal 13

Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD dan
sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.

Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat
diberhentikan jika yang bersangkutan Hdak menunjukkan kinerja
yang baik dan/atau merugikan BUMD dan melalaikan tugasnya
sebagai Direksi. o

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 14

Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya

“yang ditujukan untk kepentingan BUMD dalam mencapai maksud

dan tujuan.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar
BUMD dan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku. _
Direksi mengurus kekavaan BUMD sesuan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD
dengan persetujuan Komisans.

Direksi secara tertulis Japat menyerabhkan kekuasaan mewakili
BUMD sebagaimana dimaksud angka 9 pasal ini, kepada seseorang
atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau
atan kepada kepada seseorang atau beberapa orang karyawan
BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau
badan lain.

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekenjaan Direks: diatur
dalam Kep_urusa_n Komusaris sesual dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku
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Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-

hal sebagai benkut :

a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau
" melepaskan hak atas barangbarang inventaris milik BUMD;

‘c. Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak

ketiga; .

d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang udak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; ;

e. Mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan DPRD.

Direksi berhak mewaldli RBUMD didaiam dan diluar Pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD

dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan
segala tindakam baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.

Pelaksanaan angka 9 pasal ini haruslah dengan persetujuan dari

atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh

Dewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau

menjadikan jaminan hutan seluruh atau sebagian besar harta

kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadini oleh
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit %

(tiga per empat} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit % (tiga per empat)

bagian dan seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
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(12)

(13)

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai
jaminan hutang atau melepasakan hak atas kekayaan BUMD wajib
pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar haris berbahasa
Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paiing lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum
tersebut. : :

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas Direksi serta mewakili BUMD.

Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat
segrang atau lebih sebagai waldl atau kuasanya dengan memberikan
kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
Dalam hal BUMD mempunyal kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD
akan diwakili oleh anggota. Direksi lainnya dalam hal BUMD
mempunyvai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal i BUMD diwakil

Komisaris.

RAPAT DIREKSI
Pasal 15

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
periu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan
tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
bersama-sama mewalkili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dar jumiah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Panggilan rapar [hrelsi dilajukcan oleh Anggota Direksi vang berhak
mewakili Direksi menurut keterituan Anggaran Dasar BUMD.

-



(3)

(4)

(5)

{7)

(10}’

Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi
secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14
(empat belas) han sebelum rapat diadakan, dengan udak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Panggilan rapat harus meﬁcantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat.

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat
kegiatan usaha BUMD.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain
hal mana udak perin tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan

dipimpin oieh seotang yang dipilth dan antara anggeta Direks: yang

"hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanva
oleh anggorta Direksi iainnya berdasarkan surat kKuasa.

Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan
yang mengikat, jika sedikitnya dart 2 (safu per dua) jumlah anggota
Direksi hadir atau diwaloll dalam rapat.

Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musvawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dan
(satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.

tf,\.pabﬂa suara yvang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka

Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan
kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenar diri seseorang
dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan.
Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan
lisan, kecuali Pimpinan rapal menentukan lain tanpa ada keberatan

dar vang hadir.



(11)

(12)

(1)

Setiap anggoat Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan ! (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. )
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -‘tanpa
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
Direlksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang
bersangkutan dan semua anggota Direksi telah -memberikan
persetujuan mereka atas usul yang diajukan rersebut ;s_,ebagaimana
dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangant
persetujuan tersebut. ) ) '
Keputusan yang diambil dengan cara pada angka 12 pasal ini
mempunyal kekuatan yang sama dengan kepurusan yang diambil
dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 16

Direksi berhenti karena :

Masa jabatannya berakhir;

Meninggal dunia;

Mengundur diri;

Diberhentikan karena tdak lagi memenuhi persyaratan

perundang-undangan yang berlaku;

. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

{. Diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan
perusahaan;

g. Diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau

a e oop

bersikap vang bertentangan dengan kepentingan daerah atau

negara;

" h. . Sesuatu hal yang mengakibafkan ia udak dapat melaksanakan

tugasnya sebagai Direkss,



(2)

i.  Melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang
bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat
tetap.

Gubermur Kepala Daerah memberhentukan sementara Direksi yang

diduga melakukan perbuatan angka 2 bufir b, ¢ dan d pasal ini atas

‘usul Dewan Komisaris.
.Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 17

L

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
Lerlaki, ’ -

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

" Komisaris terdiri dari sebanvak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdini

dari seorang Kormisans Utama dan sebanvak-banyaknya 4 (empat)

orang Komisaris.

Komisaris dapat berasal dari pithak luar yang mempunyai

kompetensi dan profesional dalamm bidang vang membutuhkan skil

tertentu serta bersifat independen sehingga dapal bekerja penuh

waktu.

Persyaratan Umum anggota Komisaris

a.  Warga Negara Indonesia ;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak
serta moral yang baik ;

c. Sehat jasmani dan rohan;

d  Memiliki keahlian dan pegalaman bisnis .

e Setia dan taar Kkepada Negara dan Pemenntah Republik

lndonesia ;
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(4)

Diangkat dan tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang
cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan.
kebijaksanaan Gubemur Kepala Jaerah mengenai pembinaan
dan pengawasan BUMD;

Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam setiap Kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau
tindakan yang tercela lainnya.’

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direkst
atau anggota Dewan Komisaris yang dlnyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

Tidak pe”'lah ditiulcum karerna melakukan tindak pidana vang
merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor

bisnis lainnya sebelum pengangkatan;

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan

Komisars :

a.

Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi
dengan Anggota Dewan Komisans tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garls
lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda
{menantu dan ipar);

Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada butir a
di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka
untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari
RUPS;

Tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para
pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang:

Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan

Aimakand akan dittiangkan dalam sebuah keputusan RUPS
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Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun,
dan dapat diangkat kembali untux masa jabatan kedua kalinya
setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas
BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk meberhentikan
sewalktu-walctu.

Tata cara pengangkatan angota Komisaris secara rinci akan
dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Untuk mewakili Pemenntah Provinsi pada BUMD, Gubermar
menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunfa.ngan yang
jumiahnya ditentulkan oleh RUPS. _

F{pabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka

" dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) har setelah terjadinya loweng,

harus diselenggarakan RUPS untuyk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan angka 2 pasal ini.

Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan dini dan
jabatannya dengan -memberitahukan secara tertulis mengenau
maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 {tga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(10) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

a. Masa Jabatan berakhuir;

Mengundurkan din sesual dengan ketentuan angka 9 pasal i
Meninggal dunia;

Melakukan tindakan yang merugikan BUMD;

Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara;

Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 10 butir b, ¢ dan
d dilakukan Gubemur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

o po g

=

- atas usul RUPS.

Sedap pengangkatan dan pemberheniian :
dibernitahukan kepada Direkst BUMD.

HY
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{4)

(5)

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 19

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakksanaan Direksi dalam
menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.
Komisaris menetapkan kebijaksanaan wmum BUMD berdasackan
ketentuan Pemndang-undangm yang berlaku déngan melakukan
kegiatan-kegiatan : . '
a. Menyusun tata cara dan pengelolaan BUMLD;
b. Melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;
c. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan. Anggaran
Tahunan BUMD;
d. Membanta dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan
UMD. '
Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendirl setiap waktu
dalam jam kega kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan a2tau dikuasai oleh
BUMD dan berhak memenksa semua pembukuan, surat-surat, alat
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberkan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
séora.ng atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara
harus dibentahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan
pemberhentian.
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(9)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han kelender, sesudah
pembebasan tugas sementara itu, komisans diwajibkan untuk
menyelenggarakan RUPS, rapat mana akan memutuskan status
Direksi vyang bersangkutan diberhenukan sterusnya atau
dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebas-
tugaskan sementlara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
membela diri. )
Rapat dalam angka 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan
jikalau tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan
jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadl_r oleh salah
seorang yang dipilih oieh dan antara mereka yang hadir.'

Apabila RUPS udak diadekan dalam jangka waktu 30 ({tiga puluhj
hars kelender seielah pembefhenr.ian rugas sementara itu, maka
pemberhendan sementara itu menjadi batal demi hulcum, dan yang
bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentkan untuik sementara
waktu dan BUMD gdak mempunyai seorangpun anggota Direksi,
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk -mengurus
BUMD. Dalam hai demikian Komisaris berhak untuk memberikan
Lelniasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka

atas tanggungan mereka bersama.

Dalam hal hanya ada scorang Komisaris, maka segala tugas dan
wewenang vyang diberikan bagi Komuisaris Utama atau para
Komisaris. Dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS
Pasal 20

Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebith vang
Dersama-sama mewardl Ly 10 isaiu per scpuluh) bagian dari jumlah

saham dengan hak suara vang sah.

£
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Panggilan rapat Komisans dilakukan oleh Komisaris Utama
dan/atau anggota Komisaris lainnya.

Panggilan rapat Komisans harus disampaikan kepada anggota
Komisarns secara langsung maupun dengan sural tercatat atau
dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. ’ ' _
Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat;

Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat
kegiatan usaha BUMD. :

Rapat Komisaris dipimpin oieh Komisanis Utama, dalam hal
Komisaris Utama tidak dapar hadir arau berhalangan karenz sebab-
sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka
rapat akan dipimpio oleh seorang vang dipilih dar antara anggota
Komisaris yang hadir.

Seorang anggotza Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris
hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
Rapat Komisans sah dan berhax mengambil keputusan-keputusan
yang mengikat, jika sedikitnya dari . (satu per dua} jumlah anggota
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat., Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
unfuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dani %
{satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikelnarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berumbang maka
Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan
kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang
cdilakukan dengan surat suara lerlipat tanpa tanda tangan.
Pemungutan suara mengenai hal lamnnya dapat dlakukan dengan
lisan, kecuali Pimpinan rapar menentikan lain tanpa ada keberatan

dari yang hadir.
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Setiap anggota Komisarisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 {satu)
suara dan tambahan | (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang udak sah
dianggap tidak dikejuarkan secara sah dan karenanya dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. .

Komisaris dapat juga mengambil keputusan vyang sah tanpa
mengadakan rapat Komisaris, dengah ketentuan semua anggota
Komisaris telah diberitahu secata tertulis mengenai usul yang
bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah membenkan
persetujuan mereka atas usul yang digjukan tersebut sebagalmana
dibuktikan dengan persetujuan teriuiis serta menandatangani
persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara pada angka 12 pasal ini
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah daiam rapat Direksi.

BAB VI
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga cAD/ ART).

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatmya 1 (satu) tahun O
(nol) bulan sebetum tahun buku berakhir.

Pasal 22

Pada setiap akhir tahun buku, dibuar laporan akhur keuangan
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dilaporkan ke DPRD.
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Selambalt-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun
buku Badan Usaha berakhir. pengurus Badan Usaha harus sudah
menyelesakan laporan keuangan sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).

_ Pasal 23 -
Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART} Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan cleh Pemerntah
Kabupaten Nias Utara. :
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang
dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupan

dengan persefuyjuan DPROD.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha

Laba bersih yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias Utara tiap tahun
berkenan.

BAB IX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, dan PENGAMBILALIHAN
Pasal 25

Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih

dahulu mendapat persetujuan DPRD.



BAE X
TANGGUNGJAWARB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

(1) Semua pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan uang,
surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena
tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang
dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah
menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian
tersebut. :

{2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, 'pembaya.rm,
atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang
disimpan dalam gudang atau lempal penyimpanan yang khusus
digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam
pelaksanaannya kepada Direksi.

(3] Semua Surat Bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan

BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 27

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha beri:;edoman kepada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIi}
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pembinaan dan pengawasan sehagaimana dimaksid pada avar (1)

®

dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arzhan’

dan supervisl. ¢



(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).

BAB XIII
EKETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah iru
diatur dengan Peraturan Bupau.

]

Pasal 30
Peraturan Daerah ini, mulai berlalku pada tanggal diuvndangkan.

Agar setiap orang mmgetahumya; memernntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu )
pada tanggal 4 Juru 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu 15
4 Juel 2013~

DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

RAN DAERAH KABUPATEN NASUTARATAHUN 2013 NOMOR: 7 SFRI: €
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
' - NOMOR 7 TAHUN 2013 ‘ '

Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah baik
dalam bentuk Perusahaan Daerah {PD) maupun Perseroan Terbatas (PT)
yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau
pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerzh yangiberpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN -PASAL DEMI PASAL
Pasai 1
Cukup jelas
Pasal 2
_ Cukup jelas
Pasal 3
Culkup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Culkup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Culaup jelas
Pasal 9
Cukup jelas



Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
CukuI;) jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jeias

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Culkup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
=" Cukup jelas



Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Culkup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMé)R



